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 RANCANGAN 

PERATURAN  DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR :  2  TAHUN 2010  

TENTANG 

PENGELOLAAN AIR TANAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 

Menimbang      :  a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan 
pembangunan di Kota Tasikmalaya yang berpengaruh terhadap 
peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap air tanah dan untuk 
memelihara kelestarian sumber daya alam serta lingkungan 
khususnya sumber daya air, perlu mengatur pengelolaan air tanah 
agar dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan 
lingkungan secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada asas 
kelestarian, asas keseimbangan, asas kemanfaatan umum, asas 
keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, 
asas transparansi dan akuntabilitas;   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Air Tanah;

Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 

2. Undang-Undang   Nomor   8   Tahun   1981 tentang   Hukum 
Acara  Pidana  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4117);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang
Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3225);

11. Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4156);14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang  Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4858);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4859);
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19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29); 

20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya 
Tahun 2004 Nomor 33); 

21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 83); 

22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor  92); 

23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 
2009 Nomor 109); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA 
dan 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 
1. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di 

bidang air tanah. 
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 
3. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya. 
5. Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat 

OPD Teknis adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi 
air tanah di Kota Tasikmalaya. 

6. Organisasi Perangkat Daerah Perizinan yang selanjutnya disingkat 
OPD Perizinan adalah organisasi perangkat daerah yang 
membidangi perizinan di Kota Tasikmalaya. 

7. Kepala OPD teknis adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah 
yang membidangi air tanah di Kota Tasikmalaya. 

8. Kepala OPD Perizinan adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah 
yang membidangi perizinan di Kota Tasikmalaya. 

9. Pejabat teknis yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh 
Walikota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang air 
tanah di Kota Tasikmalaya.  
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10. Pejabat perizinan yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh 
Walikota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang 
perizinan di Kota Tasikmalaya. 

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), 
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

12. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun dibawah 
permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air 
tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat. 

13. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan 
dibawah permukaan tanah.  

14. Mata Air adalah air yang muncul ke permukaan tanah yang berasal 
dari air tanah. 

15. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan 
yang terdapat pada, di  atas ataupun di bawah permukaan tanah. 

16. Zona Penggunaan Air Tanah adalah daerah yang air tanahnya 
dapat diambil dan digunakan tanpa mengakibatkan kerusakan 
kondisi dan lingkungan. 

17. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat 
menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan 
ekonomis. 

18. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas 
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses 
pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 

19. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data 
dan informasi air tanah. 

20. Pengendalian Air Tanah adalah upaya untuk mencegah, 
menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan 
yang disebabkan oleh air tanah. 

21. Eksplorasi Air Tanah yang selanjutnya disebut eksplorasi adalah 
penyelidikan air tanah detil untuk menetapkan lebih teliti atau 
seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut. 

22. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, 
melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan 
konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian 
daya rusak air. 

23. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu 
menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah. 

24. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta 
keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa 
tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk 
memenuhi kabutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang 
maupun yang akan datang. 
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25. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, 
penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air 
tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna. 

26. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah adalah upaya untuk 
mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas 
lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah. 

27. Kondisi Hidrogeologis adalah suatu kondisi air tanah yang 
mencakup kandungan, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat 
kimia air tanah.  

28. Litologi adalah sifat atau cirri dari batuan yang terdiri dari struktur, 
warna, komposisi mineral, ukuran butir dan tata letak bahan-bahan 
pembentuknya. 

29. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat 
mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin 
pengusahaan air tanah.  

30. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air 
tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai 
sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, 
pemantauan atau imbuhan air tanah. 

31. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran 
air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang 
dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana 
eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, 
pemantauan, atau imbuhan air tanah. 

32. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan Air 
Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau 
dengan cara membuat bangunan penurap lainnya, untuk 
dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lainnya. 

33. Penggunaan air tanah dalam jumlah besar adalah pengambilan 
atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik. 

34. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara 
mekanis atau manual. 

35. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan 
cara penggalian. 

36. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka 
dan/atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.  

37. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk 
memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk 
berbagai keperluan.  

38. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk 
memperoleh dan memakai air tanah. 

39. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk 
memperoleh dan mengusahakan air tanah. 

40. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna 
pakai air dari pemanfaatan air tanah. 

41. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna 
usaha air dari pemanfaatan air tanah. 

42. Meter air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang 
untuk mengukur volume pengambilan Air Tanah. 
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